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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penggunaan dana desa pada Desa
Pancoran terhadap pelaksanaan pembangunan desa yaitu, Bagaimana kesesuaian
penggunaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan
Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, serta
hasil kegiatan dari penggunaan dana desa di bidang pelaksanaan pembangunan.
Penelitian ini merupakan kualitatif. sumber data yang digunakan adalah data
primer dan data sekunder. Penelitian ini juga menguji keabsahan data dengan
triangulasi untuk membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa terhadap
pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014
dapat dikatakan sesuai dimana, lima tahapan sudah dilakukan sesuai Permendagri
Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, satu tahapan belum
sesuai dan satu tahapan belum pernah terjadi. Usulan kegiatan pembangunan desa
yang terdapat dalam APB Desa telah terealisasi meskipun terdapat kegiatan yang
belum menjadi prioritas penggunaan dana desa dan beberapa kelemahan yang
harus diperbaiki.

Kata Kunci : Penggunaan Dana Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,
Permendagri Nomorl 14 Tahun 2014
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ABSTRACT

This study aims to determine the use of village funds in the village of Pancoran
against the implementation of village development that is, how the
appropriateness of the use of village funds on the implementation of village
development based on Permendagri Number 114 of 2014 on Village Development
Guidelines, and the results of activities from the use of village funds in the field of
development implementation. This research is qualitative. the data source used is
primary data and secondary data. This study also tested the validity of data with
triangulation to compare the results of interviews with existing documents. The
results of this study indicate that the use of village funds on the implementation of
village development based on Permendagri Number 114 of 2014 can be said in
accordance with where, five stages have been done according to Permendagri No.
114 of 2014 on Village Development Guidelines, one stage has not been
appropriate and one stage has never happened. The proposed village
development activities contained in the Village APB have been realized despite
activities that have not been a priority for the use of village funds and some
weaknesses that need to be improved.

Keywords : Use of Village Fund, Village Development Implementation,
Permendagri number 114 of 2014
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RINGKASAN

Analisis Penggunaan Dana Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa
(Studi Kasus di Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten
Bondowoso) ; Wilda Oktania Tristanti; 140810301015; 88 Halaman; Jurusan

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Undang- Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa
memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan
pemerintah, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memilki kekayaan dan
aset. Desa mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam rangka
Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah untuk pemerataan
pembangunan. Tujuan dari Pembangunan desa dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa,
disebutkan dengan jelas dalam pasal 1 ayat (9) bahwa Pembangunan Desa adalah
upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
No. 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
menjelaskan Dana Desa diprioritaskan untuk bidang pembangunan desa dan
bidang pemberdayaan masyarakat. Di dalam karya ilmiah ini memilih bidang
pembangunan desa. Berdasarkan pertimbangan yang tercantum dalam amanat
RPJP 2005-2025 dan Visi Misi Presiden Bab VII Pembangunan Daerah, sasaran
utama yang ditetapkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7,0- 8,0
persen pada 2019 yaitu dengan mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati
oleh seluruh masyarakat adalah pembangunan desa.

Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui penggunaan dana desa terhadap
pelaksanaan pembangunan desa di Desa Pancoran, sehingga diketahui bagaimana

kesesuaian penggunaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa
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berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa, serta untuk mengetahui hasil kegiatan dari penggunaan dana desa di bidang
pelaksanaan pembangunan desa. Penelitian ini merupakan kualitatif. Sumber data
menggunakan data primer, yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak
kepala desa, seksi pemerintaha Pancoran dan salah satu masyarakat desa
Pancoran dan data sekunder berupa profil Desa Pancoran, RKPDesa, laporan APB
Desa, SPJ.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa
terhadap pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan Permendagri Nomor 114
tahun 2014, 83,3% (delapan puluh tiga koma tiga per seratus) dikatakan sesuai
meskipun terdapat tahapan kegiatan yang belum sesuai dan tidak dilakukan.
Beberapa kegiatan dalam APB Desa telah terealisasi terdiri dari 6 (enam) kegiatan
di bidang pembangunan desa yaitu berupa rehabilitas jalan pemukiman,
pembangunan wastafel dan toilet, pembangunan gapura dan batas desa,
pembangunan kolam ikan, pembangunan saluran irigasi dan penyertaan modal
BUMDesa, meskipun terdapat beberapa kelemahan yang harus diperbaiki seperti
pembangunan yang belum menjadi prioritas penggunaan dana desa sebaiknya
tidak dilaksanakan terlebih dahulu, hambatan partisipasi masyarakat, pemahaman
masyarakat terkait pemahaman pembangunan desa dapat direalisasikan dengan

baik.
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SUMMARY

Analysis of the Use of Village Funds on the Implementation of Village
Development (Case Study in Pancoran Village, Bondowoso Sub-district,

Bondowoso District); Wilda Oktania Tristanti; 140810301015; 88 Pages;

Accounting Department Faculty of Economics and Business Universitas Jember.

Undang- Undang Dasar Number 6 of 2014 on Villages that Villages have
the right of indigenous autonomy based on customary law, can determine the
composition of the government, regulate and administer the household, and have
wealth and assets. Villages have an important and strategic role in the framework
of National Development and Regional Development for equitable development.
The purpose of village development in Permendagri Number 114 of 2014
concerning the Guidelines for Village Development is clearly mentioned in Article
1 paragraph (9) that Village Development is an effort to improve the quality of
life and life for the greatest welfare of the village community.

Village Minister Regulation, Underdeveloped Village Development and
Transmigration Noumber 22 of 2016 on the Prioritization of Village Funds Usage
explained that the Village Fund is prioritized for the area of village development
and the field of community empowerment. In this scientific work chose the field of
village development. Based on the considerations contained in the 2005-2025
RPJP mandate and the Vision of the President's Mission Chapter VII of Regional
Development, the main target set for reducing poverty to 7.0- 8.0 percent in 2019
is to realize the development that can be enjoyed by the whole community is
development village.

This research is intended to know the use of village fund to the
implementation of village development in Pancoran Village, so it is known how
the compatibility of the use of village funds on the implementation of village

development based on Permendagri No. 114 of 2014 on Village Development
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Guidelines, and to know the results of activities from the use of village funds in
the field of implementation village development. This research is qualitative.
Sources of data used primary data, ie by conducting interviews with village heads,
Pancoran government sections and one of Pancoran villagers and secondary data
in the form of Pancoran Village profile, RKPDesa, village APB Desa, SPJ.

The results of this study indicate that the use of village funds on the
implementation of village development based on Permendagri No. 114 of 2014,
83.3% (eighty three point three hundredths) is said to be appropriate although
there are stages of activities that have not been appropriate and not done. Some
activities in APB Desa have been realized consisting of 6 (six) activities in the
field of rural development that is in the form of rehabilitation of residential road,
construction of toilet and sink, construction of gapura and village boundary,
construction of fish pond, construction of irrigation channel and capital
participation of BUMDesa, although there are some weaknesses that need to be
improved such as development that has not yet become a priority for the use of
village funds should not be implemented first, barriers to community
participation, community understanding of village development understanding

can be realized well.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas
manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan yang
berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan
teknologi dengan memperhatikan perkembangan global (Tap. MPR No.
IV/MPR/1999). Dalam mengimplementasi pembangunan nasional senantiasa
mengacu pada Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yaitu
Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 sebagaimana yang berbunyi:

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Diperjelas pada Pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945, Pembangunan nasional
yang dimaksud adalah pembangunan yang merata untuk mewujudkan masyarakat
yang adil dan makmur sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan,
dan kemakmuran rakyat melalui peranan negara dalam meningkatkan taraf hidup
rakyat.

Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
Pasal 1, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah untuk mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal- usul dan/ atau hak
tradisional yang diakui dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa
merupakan pemegang peran penting dalam pembangunan nasional karena desa
memberikan sumbangsih yang besar dalam menciptakan stabilitas nasional, serta
menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang
bermukiman di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan.
Pembangunan desa adalah bagian dari rangkaian pembangunan nasional yang

secara berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tujuan
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dari Pembangunan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 1 ayat (9) bahwa
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
No. 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
menjelaskan Dana Desa diprioritaskan untuk bidang pembangunan desa dan
bidang pemberdayaan masyarakat. Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa, dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan dari 7 (tujuh) sumber
keuangan desa dimana besarnya dana desa dari APBN ( Dana Desa) ditentukan 10
(sepuluh) persen dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap, yang
dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Di dalam karya ilmiah ini memilih bidang pembangunan desa.
Berdasarkan pertimbangan yang tercantum dalam amanat RPJP 2005-2025 dan
Visi Misi Presiden Bab VII Pembangunan Daerah, sasaran utama yang ditetapkan
untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7,0- 8,0 persen pada 2019 yaitu
dengan mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat
adalah pembangunan desa diantaranya meningkatkan usaha mikro dan kecil,
terbentuknya BUMDesa, tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan
ekonomi, meningkatkan pelayanan dasar yang mencangkup infrastruktur desa,
sarana ekonomi, sarana dan prasarana kesehatan, dan meningkatkan hak dasar
bagi penduduk kurang mampu.

Salah satu keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa adalah desa dapat
menggunaan dana desa yang menjadi kebutuhan dan prioritas dari pembangunan
desa. Dari sisi penggunaan, berdasarkan data yang ada 84 persen dana desa
digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik perdesaan, dimana
pembangunan infrastruktur dapat dan berkontribusi terhadap penurunan
kemiskinan melalui pemilihan jenis infrastruktur yang menjadi prioritas. Namun,
dilapangan masih banyak ditemukan dalam pelaksanaan pembangunan desa

menggunakan dana desa untuk membangun prasarana seperti gapura desa, kantor
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desa, atau pagar desa yang kecil dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan
dasar, ekonomi maupun pengurangan kemiskinan, mengingat kemiskinan
merupakan fenomena yang tidak hanya disebabkan faktor ekonomi saja
melainkan keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan tidak terpenuhinya
kebutuhan dasar untuk itu selain infrastruktur, dana desa sebaiknya digunakan
untuk kegiatan peningkatan ketersediaan pelayanan dasar dan kebutuhan dasar.
Diharapkan pemerintah desa dalam penggunaan dana desa bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan pembangunan sarana dan
prasarana kebutuhan dasar desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
(Kementerian Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Bappenas tahun 2017
mengenai “Analisis Kebijakan Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan™).
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2016, rata-rata
nasional setiap desa sudah memperoleh pendapatan yang bersumber dari tiga
sumber pendapatan terbesar desa meliputi dana yang bersumber APBN, ADD,
dan bagi hasil PDRD. Di Provinsi Jawa Timur, Dana Desa yang diberikankan
pemerintah pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.4,96 Triliun yang telah meningkat
ditahun 2017 menjadi Rp. 6,33 Triliun. Dana Desa merupakan dana yang
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi
desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/
kota. Berikut adalah dana desa tahun anggaran 2017 untuk kabupaten/kota di

Provinsi Jawa Timur :
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Tabel 1.1 Dana Desa Tahun Anggaran 2017 untuk Kabupaten/ Kota di Provinsi

Jawa Timur
Kabupaten/ Kota Dana Desa (dalam ribuan rupiah)
Kab. Bangkalan 226.569.736
Kab. Banyuwangi 172.183.366
Kab. Blitar 178. 027.258
Kab. Bojonegoro 332.980.300
Kab. Bondowoso 173.908.433
Kab. Gresik 262.070.980
Kab. Jember 205.006.634
Kab. Jombang 244.245.613
Kab. Kediri 278.633.039
Kab. Lamongan 363.423.524
Kab. Lumajang 165.136.155
Kab. Madiun 158.196.624
Kab. Magetan 162.234.334
Kab. Malang 312.979.737
Kab. Mojokerto 236.465.127
Kab. Nganjuk 215.210.307
Kab. Ngawi 177.370.619
Kab. Pacitan 134.532.774
Kab. Pamekasan 154.653.592
Kab. Pasuruan 275.500.861
Kab. Ponorogo 225.521.779
Kab. Probolinggo 271.486.142
Kab. Sampang 167.492.597
Kab. Sidoardjo 261.930.612
Kab. Situbondo 111.434.587
Kab. Sumenep 271.773.003
Kab. Trenggalek 126.272.713
Kab. Tuban 252.388.557
Kab. Tulungagung 203.074.565
Kota Batu 18.852.611

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso tahun 2015 bahwa
Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu kabupaten yang ada di Povinsi Jawa
Timur. Kabupaten Bondowoso merupakan daerah otonom yaitu mempunyai hak,
kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Direktorat Jederal Perimbangan
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Keuangan Dana Desa yang diperoleh Kabupaten Bondowoso tahun 2017 adalah
sebesar Rp. 173 Milyar ditahun 2017 dimana pada tahun 2016 Dana Desa yang
diterima Kabupaten Bondowoso Rp 136 Milyar yang naik 2 (dua) kali lipat
dibanding tahun 2015 yang hanya menerima Rp 60 Milyar.

Kecamatan Bondowoso merupakan salah satu kecamatan yang berada di
Kabupaten Bondowoso dimana kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan
yang melakukan peningkatan partisipasi pemerintah desa dalam upaya
penyelenggaraan dana desa melalu bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa
kepada perangkat desa se- Kecamatan Bondowoso. Hal ini merupakan upaya
untuk menyediakan Sumber Daya Manusia yang lebih baik lagi khususnya bagi
perangkat desa dalam hal penggunaan dana desa untuk kegiatan yang ada di desa.
Berikut hasil Dana Desa yang diterima desa yang berada di Kecamatan

Bondowoso pada tahun 2017.

Tabel 1.2 Dana Desa yang Diterima Desa di Kecamatan Bondowoso Tahun 2017

No. Desa Dana desa(Rp)
1. Pancoran 882.692.006,16
2. Sukowiryo 814.164.780,82
3. Kembang 850.781.484,75
4. Pejaten 840.398.978,46

Sumber: Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 tahun 2017,diolah

Desa Pancoran merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan
Bondowoso. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 3
tetang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan
Evaluasi Dana Desa tahun Anggaran 2017 bahwa Desa Pancoran menerima dana
desa terbesar dibanding 3 (tiga) desa lainnya yaitu desa Sukowiryo, Kembang,
dan Pejaten yang berada pada Kecamatan Bondowoso. Pembagian Dana Desa
berdasarkan alokasi formula dengan memperhatikan 4 faktor yaitu, jumlah

penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis.
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Desa Pancoran merupakan salah satu desa dengan penduduk terbanyak yang
berjumlah 6.533 penduduk dan terluas dengan luas wilayah 369,3 Ha (Badan
Pusat Statistik Bondowoso, 2015). Penelitian ini dilakukan di Desa Pancoran
dikarenakan sesuai dengan data survey potensi ekonomi desa Pancoran dengan
bapak Jeneng bahwa Desa Pancoran membutuhkan seperti sarana dan prasarana
dasar untuk pemenuhan kebutuhan seperti toilet dimana hampir 25 kepala rumah
tangga di setiap dusun belum memiliki sarana dan prasarana dasar untuk
pemenuhan kebutuhan. Untuk itu penggunaan terkait dana desa benar- benar
dilakukan demi berlangsungnya pembangunan yang merata dan seimbang. Desa
Pancoran membangun Gapura desa yang kecil dampaknya untuk kesejahteraan
masyarakat mengingat bahwa penggunaan dana desa sangat berperan penting
dalam pengentasan kemiskinan yang terjadi di desa salah satunya dengan
meningkatkan kebutuhan dasar.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana
penggunaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa, yang berupa
pembangunan fisik, sarana dan prasarana seperti; lingkungan, kesehatan,
pendidikan dan kebudayaan, dan pengembangan produktif ekonomi di Desa
Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso mengingat bahwa
penggunaan dana desa memiliki peran yang strategis dalam memajukan desa dan
menggerakkan perekonomian daerah dengan memperbaiki kualitas pembangunan
desa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul
“Analisis Penggunaan Dana Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa

(Studi Kasus di Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso)”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kesesuaian penggunaan Dana Desa terhadap pelaksanaan
pembangunan desa berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014

Tentang Pedoman Pembangunan Desa?
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2. Bagaimana hasil kegiatan penggunaan Dana Desa terhadap pelaksanaan
pembangunan desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten
Bondowoso?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari

penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian penggunaan Dana Desa terhadap
pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan Permendagri No. 114 tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa .

2. Untuk mengetahui hasil kegiatan penggunaan Dana Desa terhadap
pelaksanaan pembangunan desa Pancoran Kecamatan Bondowoso
Kabupaten Bondowoso.

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak,

diantaranya:

a. Bagi Pemerintah
Diharapkan dengan adanya penelitian ini khususnya bagi
Pemerintah desa di Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten
Bondowoso dengan dana desa yang diterima dapat dimanfaatkan dalam
pelaksanaan pembangunan desa  sebaik mungkin dimana kegiatan
pembangunan dapat memberikan dampak yang besar bagi kesejahteraan
masyarakat, seperti memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat dan dapat
dijadikan referensi dan pelajaran dalam pelaksanaan pembangunan desa
selanjutnya khususnya pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pembangunan Desa.
b. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus
referensi terkait dengan penggunaan Dana Desa terhadap pelaksanaan

bangunan desa.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Akuntansi Pemerintahan

Nordiawan (2007:1), Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu
akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan transparansi
dan akuntabilitas publik atas dana- dana masyarakat yang dikelola pemerintah
memunculkan kebutuhan atas pengguna akuntansi dalam mencatat dan
melaporkan kinerja pemerintah. Definisi akuntansi pemerintahan tidak lepas dari
pemahaman akuntansi itu sendiri. Akuntansi merupakan proses mengenali,
mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh
pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang
bersangkutan. Akuntansi pemerintahan termasuk dalam akuntansi sektor publik.
Akuntansi sektor publik memberikan informasi keuangan dari entitas- entitas
yang tidak mencari laba. Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam
pencatatan dan pelaporan transaksi- transaksi yang terjadi di badan pemerintahan.
Akuntasi pemerintahan menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepeguruan
dari administrasi keuangan negara. Disamping itu juga, meliputi pengendalian
atas pengeluaran melalui anggaran negara. Akuntansi Pemerintahan
diselenggarakan untuk pemerintah pusat dan kementerian Negara/ Lembaga,
pemerintah daerah ( Provinsi, Kabupaten, dan Kota). Tujuan akuntansi pemerintah
untuk pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan negara (APBN) bagi
pemerintah pusat dan pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan daerah

(APBD) untuk pemerintah daerah.
2.1.2 Pemerintah Desa dan Otonomi Desa

Pemerintahan Desa Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
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Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Kepala desa berhak menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah bahwa otonomi daerah adalah pemerintah pusat
memberi hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi desa adalah hak otonomi
asli berdasarkan hukum adat, asal- usul, untuk mengatur dan mengurus rumah
tangga sendiri. Otonomi desa bukan merupakan pemberian dari pemerintah atau
sebaliknya, melainkan pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang
dimiliki oleh desa tersebut sebagai satuan masyarakat hukum yang mempunyai
sususan asli berdasarkan hak istimewa. Yang dimaksud dengan otonomi asli
memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan
mengurus rumah tangganya didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial
budaya yang ada pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam
perspektif administrasi pemerintah. Desa memiliki wewenang yang tertuang

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu :

a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa berdasarkan hak asal — usul
desa

b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa yaitu berupa
urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat

c¢) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014,
bahwa penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan

kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa. Penyelengaraan
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kewenangan lokal berskala desa yang dimaskud selain didanai oleh APB Desa
juga dapat didanai oleh APBN dan APBD. Sedangkan penyelengaraan
kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah pusat didanai oleh APBN dan
penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah

didanai oleh APBD.
2.1.3 Desa

Pengertian desa menurut Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Sumber Pendapatan Desa menurut Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, diantaranya:

1. Pendapatan asli desa

2. Alokasi dari APBN : dari realokasi anggaran pusat berbasis daerah, 10
persen dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap.

3. Bagian dari Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
kabupaten/ kota : paling sedikit 10 persen.

4. Alokasi Dana Desa (ADD) : Paling sedikit 10 persen dari dana
perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dikurangi Dana Alokasi
Khusus (DAK).

5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi/ Kabupaten/ kota.

6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

7. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 4 Menurut PermenDesaPDTTrans Nomor 22 Tahun 2016 Tentang
Prioritas Penggunaan dana tahun 2017 Maju, dalam perencanaan program dan
kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dana desa dapat mempertimbangkan

tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi :
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Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan

kegiatan pembangunan desa pada :

a.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana
dan prasarana dasar; dan

Pembangunan, pengembangan dan pemeiharaan sarana dan prasarana
ekonomi pengadaan produksi, distribusi, dan pemasaran yang diarahkan
pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian
berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan
dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa

produk unggulan.

Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada:

a.

Pembangunan,pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi
serta pengadaan sarana dan prasarana produksi, distribusi, dan
pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian
berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan
dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa

produk unggulan.

. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana

dan prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya
mendukung pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan

sosial dasar dan lingkungan.

Desa Maju dan/ atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan

pembangunan pada:

a.

Pembangunan masyarakay desa terhadap pelayanan  sosial
pengembangan dan pemelihaan infrastruktur ekonomi dan pengadaaan
sarana dan prasarana produksi, distribusi, dan pemasaan untuk
mendukung perluas/ ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala
produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa produk

unggulan.
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b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana
prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya
mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses dasar dan
lingkungan.

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat sangat berperan penting dalam mewujudkan
cita- cita kemerdekaan berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan di perdayakan agar menjadi kuat,
maju, mandiri, dan demo kratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang
adil, makmur, dan sejahterah. Landasan tersebut dapat juga menunjang
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mewujudkan tatakelola
pemerintah yang baik. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut perlu adanya tujuan
dan asas pengaturan desa (Yabbar dan Hamzah, 2015:26).

Asas pengaturan desa dalam Undang- Undang Nomor 6 Tentang Desa

Tahun 2014 Pasal 3 adalah :

a) Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal- usul.

b) Subsidiarita, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan
keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.

c¢) Keberagaman, yaitu suatu keadaan yang menunjukkan perbedaan dalam
masyarakat desa namun tetap mengindahkan kebersamaan dalam
berbangsa dan bernegara.

d) Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dalam bekerja sama
dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan tingkat desa dan
unsur masyarakat desa dalam membangun desa.

e) Kegotongroyongan, yaitu kegiatan tolong- menolong untuk membangun
desa.

f) Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari

suatu kesatuan keluarga besar masyarakat desa.
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Musyawarah, yaitu suatu upaya kebersamaan dengan sikap rendah hati
untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama.
Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu
sistem pemerintah yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan
persetujuanmasyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan pemerintahan dalam
upaya memenuhi kebutuhan wilayahnya dengan kemampuan sendiri.
Partisipasi, yaitu peran aktif atau keikut sertaan semua pihak baik
pemerintah maupun masyarakat dalam suatu kegiatan.

Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran tanpa
mengabaikan gender.

Pemberdayaan, yaitu suatu proses yang hakikatnya bertujuan untuk
perubahan dengan memberi kesempatan atau peluang, pengetahuan dan
keahliaan untuk meingkatkan kapasitas diri masyarakat untuk menentukan
masa depan serta berpartisipasi dan mempengaruhi dalam komunitas

masyarkat itu sendiri.

m) Keberlanjutan, yaitu suatu  proses yang dilakukan  secara

terkoordinasi,terintegarasi, dan kesinambungan dalam merencanakan dan
melaksanakan progam pembangunan desa.

Tujuan dari pengaturan desa dalam Undang- Undang Nomor 6 Tentang

Desa Tahun 2014 Pasal 4, yaitu :

1.

memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada
dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi
seluruh rakyat Indonesia;

melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk

pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
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5. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif,
terbuka, serta bertanggung jawab;

6. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

7. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna
mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial
sebagai bagian dari ketahanan nasional;

8. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan
pembangunan nasional; dan

9. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
2.1.4 Pembangunan Desa

Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tetang Pedoman Pembangunan Desa
bahwa pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan
seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Pembangunan desa
adalah unsur terpenting dari pembangunan nasional. Untuk mencapai
pembangunan yang merata dan seimbang pemerintah melakukan pembangunan
dimulai dari desa mengingat bahwa desa merupakan bagian dari yang terpenting
untuk memajukan, memperbaiki, dan menggerakkan kualitas pembangunan yang
merata dimulai dari yang tingkat yang rendah terlebih dahulu yaitu desa.
Pembangunan desa merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan.

Pasal 78 Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
menyebutkan, Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan
melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan
lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Pembangunan Desa, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan
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pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala

Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan

guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial (Pasal 1 Ayat

(11)). Pada Pasal 6 terdapat beberapa bidang dalam rencana kegiatan diantaranya:

bidang penyelenggara pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa,

bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Permendagri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 6 Ayat

(3) terdapat beberapa rencana kegiatan dalam bidang pelaksanaan pembangunan

desa, antara lain:

a)

b)

d)

Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan
lingkungan desa, antara lain: tambatan perahu; jalan pemukiman; jalan
desa antarpermukiman ke wilayah pertanian; pembangkit listrik tenaga
mikro hidro; lingkungan permukiman masyarakat desa; dan infrastruktur
desa lainnya sesuai kondisi desa.

Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana
kesehatan, antara lain: air bersih berskala desa; sanitasi lingkungan;
pelayanan kesehatan desa seperti posyandu; dan sarana dan prasarana
kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.

Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan dan kebudayaan, antara lain: taman bacaan masyarakat;
pendidikan anak usia dini; balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat;
pengembangan dan pembinaan sanggar seni; sarana dan prasarana
pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.

Pengembangan usaha ekonomi produktif, serta pembangunan,
pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, antara lain:
pasar desa; pembentukan dan pengembangan BUMDes; penguatan
permodalan BUMDes; pembibitan tanaman pangan; penggiingan padi;
lumbung desa; pembukaan lahan pertanian; pengelolaan usaha hutan desa;
koam ikan dan pembenihan ikan; kapal penangkap ikan; cold stroge

(gudang pendingin); tempat pelelangan ikan; tambak garam; kandang
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ternak; instalasi biogas; mesin pakan ternak ; sarana dan prasaran ekonomi
lainnya sesuai kondisi desa.

e) Pelestarian lingkungan hidup, antara lain: penghijauan; pembuatan
terasering; pemeliharaan hutan bakau; perlindungan mata air; pembersihan
daerah aliran sungai; perlindungan terumbu karang; dan kegiatan lainnya

sesuai kondisi desa.
2.1.5 Pelaksanaan Pembangunan Desa

Menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa pada Bab III Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, Pasal
52, kepala desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang
dilaksanakan oleh perangkat desa dan/ atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan
kegiatan pembangunan desa yang dimaksud adalah pembangunan desa berskala
lokal desa dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa.
Pelaksanaan pembangunan desa berskala lokal dikelola melalui swakelola desa,
kerjasama antar desa dan/ atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. Kepala desa
mengkoordinasika persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa sejak ditetapkan
APB Desa. Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral dan/ atau
program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program sektor dan/ atau
program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan desa, program sektor dan/
atau program daerah di desa dicatat dalam APB Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa bahwa Tahap yang dikoordinasikan oleh kepala desa dalam
pelaksanaan pembangunan desa :

1. Tahap Pelaksanaan Pembangunan
Kepala desa mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-
kurangnya meliputi :

a) Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan

b) Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrasturktur desa

c) Perubahan pelaksanaan kegiatan
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d) Pengelolaan pengaduan laporan hasil pelaksanaan kegiatan

e) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan

f) Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa dalam rangka pertangjawaban

hasil pelaksanaan kegiatan, dan
g) Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan
Dalam Pasal 54 menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Pembangunan Desa bahwa, kepala desa mengkoordinasikan
pelaksanaan program sektor tersebut dan/ atau program daerah dilakukan oleh
perangkat desa dan/ atau unsur masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Desa mempuyai kewenangan untuk mengurus pelaksanaan program
sektor dan/ atau program daerah yang didelegaikan kepada desa. Pelaksanaan
tersebut dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan
oleh BPD. Jika dalam musaywarah tersebut kepala desa mengajukan keberatan
terhadap teknis pelaksanaan program sektor tersebut dan/ atau program daerah,
kepala desa dapat mengajukan keberatan disertai dasar pertimbangan yang

disampikan kepada bupati/ walikota melalui camat.
2.1.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdesa)

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
menjelaskan APBDesa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan

Pembiayaan Desa yang diklasifikan menurut kelompok dan jenisnya.

2.1.6.1 Pendapatan Desa
Pendapatan menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 adalah meliputi
seluruh penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam
1 (satu) tahun yang tidak perlu di bayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa
terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-
lain.
a. Pendapatan Asli Desa
Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi

dan gotong royong.
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b. Pendapatan Transfer
Kelompok transfer terdiri atas jenis :
a) Dana Desa
b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/ Kota dan Retribusi Daerah
¢) Alokasi Dana Desa (ADD)
d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/ Kota
c. Pendapatan Lain- lain
Pendapatan lain- lain terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang
tidak mengikat dan lain- lain pendapatan yang sah
2.1.6.2 Belanja Desa
Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
Belanja desa sebagaimana yang dimaksud meliputi semua pengeluaran dari
rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran
yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa
sebagaimana yang dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai
penyelenggarakan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas:
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
e. Belanja Tak Terduga.
2.1.6.3 Pembiayaan Desa
Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/
atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa
terdiri atas:
a. Penerimaan Pembiayaan: penerimaan pembiayaan mencangkup sisa lebih
perhitungan anggaran (SiLPA), Pencairan dana cadangan, dan Hasil penjualan

kekayaan desa yang dipisahkan.
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b. Pengeluaran Pembiayaan: terdiri dari pembentukan dana cadangan, dan

penyertaan modal desa.
2.1.7 Dana Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa. Rincian dana desa setiap Kabupaten/ Kota ditetapkan dengan
peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Sedangkan rincian dana desa setiap
desa di Kabupaten/ Kota Bondowoso ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati
Bondowoso Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun

Anggaran 2017.

1) Peraturan Perhitungan Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan :

a. Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada
setiap desa yaitu sebesar 90% dari dana desa di Kabupaten.

b. Alokasi Formula, sebesar 10% dengan memperhatikan Jumlah penduduk,
angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dengan
masing- masing bobot Formulasi; 25% untuk jumlah penduduk, 35%
untuk jumlah penduduk miskin, 10% untuk luas wilayah, dan 30% untuk
tingkat kesulitan geografis.

AF setiap desa= {(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)} x (DD
Kabupaten — AD Kebupaten)

Keterangan
AF setiap desa : Alokasi formula setiap desa
Z1 : rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total

penduduk desa kabupaten
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72 : rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total
penduduk miskin desa kabupaten
73 : rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah setiap

desa terhadap luas wilayah desa kabupaten

74 : rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa kabupaten
DD kabupaten : Besaran Dana Desa kabupaten
AD kabupaten : Besaran Alokasi Dasar kabupaten

2.1.8 Penggunaan Dana Desa

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 tahun 2017 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
Kabupaten Bondowoso tahun Anggaran 2017 mengenai prioritas penggunaan
Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program
dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat
desa. Komposisi penggunaan dana desa sebagai mana yang dimaksud adalah
sebagai berikut:

a. paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) untuk program pembangunan
desa.
b. Paling banyak 40% (empat puluh per seratus) untuk program
pemberdayaan masyarakat desa.
Prioritas penggunaan dana desa ditetapkan melalui musyawarah desa.
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara
swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan
dengan lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat setempat. Kebijakan
Penggunaan Dana Desa :
1) Kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ;
a. Menjaga tingkat konsumsi RT, daya beli masyarakat menjadi kunci
utama yakni dengan menjaga tingkat pendapatan dan tingkat inflasi

yang stabil
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b. Peningkatan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur
mendorong stabilitas harga dan distribusi yang merata
2) Penggunaan dana desa tetap diarahkan untuk dua bidang prioritas yakni:
a. Membiayai pembangunan
b. Pemberdayaan masyarakat
3) Pelaksanaan diutamakan tetap melalui cara :
a. Swakelola dengan menggunakan menyerap tenaga kerja dari
masyarakat desa setempat sehingga penghasilan dan peningkatan
daya beli masyarakat desa terjaga

b. Kegiatan yang mendorong masyarakat produktif secara ekonomi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan penulis dalam melakukan
penelitian, sehingga penulis memperoleh tambahan pengetahuan dan pemahaman
dalam mengkaji dan mengerjakan penelitian yang akan dilakukan. Dari penelitian
terdahulu, penulis tidak menemukan judul yang sama seperti dengan penelitian
yang akan dilakukan. Namun, penulis mengangkat beberapa referensi yang masih
berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti untuk memperbanyak bahan kajian
dalam penelitian ini. Berikut beberapa referensi yang menjadi acuan penulis

dalam melakukan penelitian ini :
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

Nova Sulastri (2016)

Efektivitas Alokasi Dana
Desa (ADD) Dalam
Meningkatkan
Pembangunan Fisik Desa
Lakapodo Kecamatan
Watupote Kabupaten
Muna

60% pembangunan fisik

berjalan dan sisanya
kurang optimal,
partisipasi ~ masyarakat

yang rendah, LPJ yang
tidak disusun Pemerintah

desa, koordinasi
Pengelolaan ADD
kurang, tidak ada

evaluasi kegiatan.

Perbedaan: penelitian dari Nova Sulastri tahun 2016 meneliti efektivitas alokasi
Dana Desa dan objek yang digunakan adalah desa yang berada pada kabupaten
Muna sedangkan penelitian penulis meneliti penggunaan Dana Desa dan objek
penelitian adalah desa Pancoran.

Nama Peneliti

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

Nunuk Riyani (2016)

Analisis Pengelolaan
Dana Desa (Studi Kasus

di  Desa  Singpuran
Kecamatan  Kartasuran
Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016)

Pengelolaan dana desa
sudah cukup baik karena

pembangunan dapat
dirasakan oleh
masyarakat setempat,
dana desa yang

transparan dan akuntabel,

namun perlu adanya
pembinaan  dari  sisi
administrasi

Perbedaan : Penelitian Nunuk Riyani pada tahun 2016 meneliti Pengelolaan
Dana Desa yang transparan dan akuntabel sedangkan pada penelitian ini
mengarah pada penggunaan Dana Desa terhadap pelaksanaan pembangunan

desa.

Nama Peneliti

Judul Penelitian

Hasil Penelitian
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Risma Hafid ( 2017)

Pemanfaatan Dana Desa
Dalam Pembangunan
Desa Mangilu
Kecamatan Bungoro
Kabupaten Pankep 2016

Program pembangunan
dan pemberdayaan
masyarakat melalui
pemanfaatan dana desa
yang bersumber dari
ADD, DD dan BGH
berjalan baik, namun
terdapat kendala saat
pencairan dana desa, dan
pastisipasi ~ masyarakat
yang pasif.

Perbedaan: penelitian Risma Hafid pada tahun 2017 mengenai pemanfaatan
Dana Desa (ADD, DD, dan BGH) sedangkan dalam penelitian penulis berfokus
membahas Penggunaan Dana Desa.

Nama Peneliti

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

Vega  Ayu

(2017)

Clodia

Dampak  Akuntabilitas
dan Tranparansi
Pengelolaan Alokasi
Dana Desa dalam
pembangunan Desa
Kasiyan Timur
Kecamatan Peuger

Kebupaten Jember

Tahap perencanaan dan
tahap pelaksanaan sesuai
dengan PERBUP Nomor

13 tahun 2015 dan
berjalan dengan baik,
pada tahap
pertanggungjawaban dan
pengawasan terdapt
kendala seperti
keterlambatan jangka

waktu pelaporan SPJ.

Perbedaan : Penelitian yang dilakukan Vega Ayu
membahas megenai Dampak Akuntabilitas dan transparan Pengelolaan alokasi
dana desa sedangkan penelitian penulis membahas mengenai penggunaan Dana
desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa dan hasil kegiatan penggunaan
dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Clodia pada tahun 2017
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BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.
Menurut Moleong (2007:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang memahami
fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian secara holistik dan dengan
cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus
yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini
menekankan pada pemahaman mengenai masalah — masalah dalam kehidupan sosial
berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks, dan rinci.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode
deskriptif. Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:12) metode deskriptif adalah
suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis,
dan menginterprestasikan data sehingga dapat memberikan gambaran atau keadaan
objek peneliti secara nyata untuk kemudian ditarik kesimpulan yang dijadikan dasar
untuk mengajukan saran perbaikan bagi objek yang diteliti. Penelitian ini
memusatkan pada permasalahan yang ada pada penelitian yang akan dilakukan
atau masalah yang bersifat aktual dan menggambarkan fakta- fakta tentang
masalah yang akan diselidiki sebagaimana adanya untuk mempermudah peneliti
dalam mendapatkan data yang objektif untuk mengetahui Penggunaan Dana Desa
terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Pancoran Kecamatan

Bondowoso Kabupaten Bondowoso.
3.2 Unit Analisis

Menurut Spradley (Sugiyono, 2014:389) Penelitian kualitatif tidak
menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan “social situation” atau situasi
sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang
berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial penelitian ini adalah seluruh pegawai

Pemerintahan Desa Pancoran dan masyarakat desa Pancoran.
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Sampel dalam penelitian kualitatif bukan responden tetapi sebagai
narasumber atau partisipan, informan. Teknik Sampling yang digunakan oleh
peneliti ini adalah purposive sample. Purposive sample adalah teknik penentuan
sample dengan pertimbangan tertentu umumnya disesusaikan dengan tujuan atau
masalah penelitian (Sugiyono, 2014:85). Informan dalam penelitian ini yaitu

Kepala Desa, Seksi pemerintahan dan salah satu masyarakat desa Pancoran.
3.3 Sumber Data
Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data Primer
Menurut Indriantoro (2014:149) data primer merupakan data yang
diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini, data
tersebut diperoleh dari wawancara dengan kepala desa, seksi
pemerintahan, dan salah satu masyarakat di Desa Pancoran Kecamatan
Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

b. Data Sekunder
Menurut Indriantoro (2014:149) data sekunder merupakan sumber data
yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data
sekunder berupa Peraturan Bupati Bondowoso, profil Desa Pancoran,

RKPDesa, APBDesa, dan SPJ.
3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Indriantoro (2014:158) proses pengumpulan data merupakan
bagian dari tahap pengujian fakta setelah proses pemilihan data. Pengumpulan
data adalah proses pengadaan data primer untuk kebutuhan dalam melakukan

penelitian. metode pengumpulan data primer terdiri atas:

a) Wawancara, dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyakan
kepada informan berkaitan penggunaan dana desa terhadap pelaksanaan
pembangunan desa di Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten

Bondowoso. Informan dalam penelitian ini:
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1. Kepala Desa

Nama : Muhammad Mahfud

Alamat : Desa Pancoran RT. 17 RW (7 Kecamatan
Bondowoso Kabupaten Bondowoso

Pendidikan Terakhir : SMA

2. Seksi Pemerintahan

Nama : Mohammad Sugiono

Alamat : Desa Pancoran RT 16/ RW 06 Kecamatan
Bondowoso Kabupaten Bondowoso

Pendidikan Terakhir : SMA

3. Masyarakat
Nama : Meri M.
Alamat : Perumahan Desa Pancoran, Desa Pancoran

Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso

b) Pengumpulan berupa dokumen- dokumen untuk mengumpulkan data dan
informasi penunjang melalui berbagai dokumen baik berupa peraturan-
peraturan pemerintah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 tahun 2017 tentang
Tata Cara pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi
Dana Desa tahun Anggaran 2017, profil Desa Pancoran, RKPDesa, APBDesa,
dan SPJ.

3.5 Teknik Analisis Data

Menganalisis data perlu dilakukan secara terus- menerus dimulai dengan
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber seperti; hasil obervasi,
wawancara yang sudah dilakukan dalam catatan lapangan, dokumen dan
sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Dalam melaksanakan analisis
data peneliti mengacu pada beberapa tahapan menurut Miles dan Huberman

(dikutip Risma, 2016:31), diantaranya:
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1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan atau
responden yang bisa memberikan informasi mengenai data penelitian yaitu
Kepala Desa, Seksi Pemerintahan, dan salah satu masyarakat.

2. Reduksi data ( data reduction) merupakan proses pemeliharaan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan, transfromasi data kasar yang muncul dari
catatan- catatan berupa hasil wawancara, maupun cacatan lainnya selama
meneliti. Reduksi data pada penelitian ini berupa data yang diperoleh
dilapangan yang mendukung topik penelitian seperti RKPDesa, APBDesa,
hasil wawancara, SPJ.

3. Penyajian data (data display) merupakan kegiatan sekumpulan informasi dalam
bentuk naratif, tabel dan gambar yang bertujuan untuk mempertajam
pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan
dalam tabel ataupun uraian penjelasan. Penelitian ini penyajian data berupa
peta desa Pancoran, uraian naratif penggunaan dana desa terhadap pelaksanaan
pembangunan desa, tabel dana desa yang diterima desa Pancoran, tabel hasil
kegiatan pembangunan desa.

4. Pada tahap akhir kemudian melakukan penarikan kesimpulan yang mencari arti
pola- pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan
proporsi. Penarikan kesimpulan dilakukan berupa tinjauan ulang pada catatan-
catatan di lapangan sehingga data dapat di uji validitasnya. Penelitian ini
peneliti menganalisis data yang diperoleh dilapangan terkait kesesuaiannya
dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa kemudian ditarik kesimpulan penggunaan dana desa terhadap

pelaksanaan pembangunan desa sudah sesuai atau belum sesuai.
3.6 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian ini adalah Triangulasi. Moleong
(2004:330), Triangulasi merupakan teknik pemeriksanaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara
terhadap objek penelitian. Trianggulasi dalam penelitian ini dimaksud untuk

mengecek kembali atau membandingkan data yang telah diperoleh sebelumnya.
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Peneltian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif untuk itu
keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting.

Penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber. Moleong (2007:29),
triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda
dalam penelitan kualitatif. Triangulasi dengan sumber pada penelitian ini yaitu
membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen berupa APBDesa, SPJ,
Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 tahun 2017, Permendagri Nomor 114
tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah

Pengumpulan data

4/\

Data Primer Data Sekunder
Wawancara Dokumen

Menyusun data,
Analisis data,
Penyajian data

i

Teknik Triangulasi

.

Menarik

v

Kesimpulan

A 4

Selesai

Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah
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BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan
mengenai Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa di
Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso Tahun 2017
bahwa pengelolaan dana desa terhadap Pelaksanaan Pembangunan desa di Desa
Pancoran berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa dapat dikatakan sesuai. Dari 7 (tujuh) tahapan pelaksanaan
pembangunan desa bahwa 5 (lima) diantara kegiatan telah dilakukan dan sesuai
dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa dan 2 diantaranya masih belum sesuai.

Hasil Kegiatan Pengelolaan Dana Desa terhadap Pelaksanaan
Pembangunan Desa yaitu, dari 6 (enam ) kegiatan pembangunan yang
direncanakan seluruhnya terealisasi dengan kegiatan bidang pelaksanaan
pembangunan desa yang berupa rehabilitas jalan antar pemukiman, pembangunan
wasrtafel dan toilet, pembuatan kolam ikan, pembuatan saluran irigasi,
pembangunan gapura dan batas desa dan Penyertaan Modal BUMDesa. Meskipun
20% kegiatan belum sesuai dengan penggunaan dana berdasarkan Permendagri
Nomor 114 tahun 2014 dan juga terdapat kendala- kendala yang dihadapi baik
berupa perhitungan yang salah, hambatan partisipasi masyarakat, pemahaman
masyarakat terkait pemahaaman pembangunan desa dapat direalisasikan dengan

baik.

5.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa terdapat beberapa hal yang membatasi
penelitian ini yaitu;

1. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dengan wawancara dan

dokumentasi tanpa melakukan ikut serta dalam kegiatan atau observasi

dikarenakan penggunaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan
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desa telah dilakukan dan selesai pada bulan Oktober. Penelitian ini sangat
tergantung pada interpretasi peneliti tentang makna yang tersirat dalam
wawancara dan dokumen-dokumen seperti RKPDes, APBDesa, dan SPJ
sehingga kecenderungan bias terhadap pemahaman data dan informasi
yang diperoleh masih tetap ada. Untuk mengurangi bias maka dapat
dilakukan dengan melakukan observasi. (Indriantoro, 2014:158)
Observasi adalah peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati

perilaku dan aktivitas individu- individu di lokasi penelitian.

2. Keterbatasan Informan sebagai sumber informasi untuk memberikan data
yang berkaitan dengan penelitian dikarenakan kurangnya pengetahuan
informan terkait pelaksanaan pembangunan desa sehingga penelitian ini
dalam memperoleh data terbatas pada pengetahuan informan saja.

5.3 Saran

yaitu:

1.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan maka dapat diajukan saran

Penelitian selanjutnya dapat mengumpulkan data tidak hanya dengan
wawancara dan dokumentasi saja, namun juga dapat terlibat langsung
dengan proses kegiatan di Desa Pancoran berkaitan dengan penggunaan
dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa agar mempermudah
dalam memahami data dan informasi yang diperoleh.

Penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa 80% telah
tercapai dan sesuai dengan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan
desa berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 namun 20%
kurang tercapai dan belum sesuai dengan kegiatan yang menjadi prioritas
pelaksanaan pembangunan desa sehingga bagi perangkat desa Pancoran
sebaiknya dapat ditingkatkan kerja sama dan koordinasi antar perangkat
desa Pancoran terkait penggunaan dana desa terhadap pelaksanaan
pembangunan desa agar dapat tercapai dengan efektif mengingat bahwa
pembangunan desa sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa

Pancoran.
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Lampiran 1 Wawancara Penelitian

I.

Berapa dana desa yang diberikan pemerintah kepada Desa?

Kepala Desa

Seksi Pemerintahan

: Dana Desa yang telah diterima oleh Desa Pancoran
pada tahun 2017 ini adalah sebesar Rp. 882.692.000.
: Dana Desa yang diterima oleh Desa pada tahun ini

kurang lebih sebesar Rp. 882.692.000.

Seberapa besar pengaruh Dana Desa terhadap pembangunan di Desa

Pancoran?

Kepala Desa

Seksi Pemerintahan

: Dana desa sangat penting sekali karena selain
sebagai sumber pendapatan keuangan desa juga
berdampak positif bagi pembangunan yang ada di
Desa Pancoran. Tentunya dengan penerimaan dana
desa tersebut sangat terbantu bagi terlaksananya
pembangunan yang ada di Desa Pancoran ini. Dari
Dana  tersebut untuk bidang  pelaksanaan
pembangunan desa sebesar Rp. 721.643.309,- dan.
Pembangunan yang terlaksana tesebut dapat
mensejahterakan masyarakat sekitar, kami pun juga
ikut senang.

: Dana desa bagi pelaksanaan pembangunan desa di
Desa Pancoran sangat bermanfaat karena Dana Desa
merupakan pendapatan utama dan Dana Desa yang
diberikan oleh pemerintah pusat dapat kami gunakan
untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas
yang telah disepakati dan ditetapkan dalam
musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam
Musrenbang Desa setiap tahun. Dana Desa yang
diterima tahun ini kan kurang lebih sebesar Rp.
882.692.000,-. Penggunaan Dana Desa tersebut
digunakan secara swakelola untuk menyediakan

sarana dan prasarana dasar seperti perbaikan
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maupun pembangunan jalan lingkungan, drainase,
dan lain- lain. Selain itu bagi kami, Dana Desa juga
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
ekonomi, kemudian juga untuk kesejahteraan
masyarakat di Desa Pancoran, dan adanya Dana
Desa dapat mengurangi kesenjangan dan membantu
dalam pemerataan pembangunan desa.

Bagaimana fungsi Dana Desa bagi Desa?

Kepala Desa : fungsi Dana Desa dapat mensejahterahkan
masyarakat Desa Pancoran karena kan Dana Desa
yang diperoleh dapat digunakan untuk membiayai
program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan
di dalam Musrenbang Desa tentang rencana kerja
pemerintah desa setiap tahun.

Seksi pemeritahan : Selain sebagai sumber pendapatan untuk
pembangunan Dana Desa juga berfungsi untuk
meningkat kesejahteraan masyarakat, kemajuan
ekonomi desa, mengatasi kesenjangan dan dapat
sebagai pemerataan pembangunan.

Dana Desa yang telah diterima Desa Pancoran digunakan untuk

pembangunan apa saja?

Kepala Desa : Dana Desa yang diterima digunakan untuk seperti
pembangunan jalan antar pemukiman,
pembangunan saranan dan prasaranan Yyaitu
pembangunan toilet, pembangunan kolam ikan
untuk usaha ekonomi desa, pembangunan
plengsengan.

Seksi Pemerintahan : Dana yang diterima untuk bidang pelaksanaan
pembangunan dan  bidang  pemberdayaan
masyarakat. Untuk bidang pembangunan desa

seperti rehabilitas jalan antar pemukiman,
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pembangunan wasrtafel dan toilet, pembuatan
kolam  ikan, pembuatan  saluran irigasi,
pembangunan gapura dan batas desa.

Pembangunan apa saja yang menjadi dominan dari penerimaan Dana Desa?

Kepala Desa : Kami menggunakan dana desa sesuai peraturan
yang berlaku yaitu seperti yang tertera dalam
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 bahwa
penggunaan dana desa diprioritaskan  untuk
pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat.

Seksi Pemerintah : Pembangunan yang menjadi dominan dari
penerimaan Dana Desa disesuaikan dengan
peraturan yang berlaku bahwa untuk kegiatan yang
diprioritaskan yaitu bidang pelaksanaan
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Berapa Dana yang digunakan untuk pembangunan desa?

Kepala Desa : sebesar kurang lebih 721 juta yang digunakan
untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa.

Seksi Pemerintahan : Dana yang digunakan untuk bidang pelaksanaan
pembangunan desa sendiri seperti yang dianggarkan
pada APB Desa yaitu sebesar Rp. 721.643.309 .

Bagaimana proses pelaksanaan pembangunan di Desa Pancoran? apakah

semua berjalan sesuai Permendagri No. 114 tentang Pedoman Pembangunan

Desa? Tahap Pelaksanaan Pembangunan adalah sebagai berikut :

a. Apakah dilakukan rapat kerja terhadap pelaksanaan kegiatan? dan

bagaimana hasilnya?

Kepala Desa : Dilakukan rapat kerja, rapat kerja ini berupa
Musdus dan MusDes yang diadakan tiap
akhir tahun yaitu pada Bulan desember.

Seksi Pemerintahan : Rapat yang dilakukan pada Desa Pancoran

biasanya pada akhir tahun yaitu pada bulan
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Desember. Kepala Desa (Bapak Ma’fud)
mengadakan MusDus dan MusDes untuk
membahas Dana Desa dan perencanaan
kegiatan yang akan dilaksanakan. MusDes
dihadiri oleh BPD, perangkat desa dan tokoh
masyarakat, sedangkan MusDus hampir sama
dengan MusDes namun MusDus ditingkat
Dusun dihadiri oleh kepala dusun, dan
masyarakat Desa Pancoran. Kemudian tim
pelaksana Dana Desa  menyampaikan
rencana penggunaan Dana Desa berdasarkan
Musrembangdes dan pertimbangan tim
kecamatan. Rencana Dana Desa kemudian
disepakati dalam MusDes dan menjadi salah
satu penyusunan APBDes”.

pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa

: Pemeriksaan terhadap pelaksanaan yang
dilakukan dengan terjun langsung ke
lapangan untuk memantau serta mengawasi
jalannya pelaksanaan pembangunan.
Perkembangan pelaksanaan kegiatan meliputi
tahapan berapa persen pembangunan yang
telah selesai, kemudian juga kami melakukan
pengawasan misal ada masalah saat
pembangunan jalan pemukiman seperti
terkadang beberapa warga tidak mengijinkan
dibangunnya jalan yang melalui di depan
rumahnya sehingga pihak kami untuk

menghindari perselisihan mencari jalan lain
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untuk  dilakukan  pembangunan  jalan
pemukiman antar warga.

Pemeriksaan dan pengawasan tentu
dilakukan. Pemeriksanaan yang kami
lakukan berkaitan dengan perkembangan
pelaksanaan kegiatan, pengaduan
masyarakat, masalah , kendala, hambatan dan
target kegiatan selanjutnya. Hal ini dilakukan
agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan
sesuai harapan dan untuk mengetahui apakah
terdapat kendala yang dihadapi saat
pengerjaan agar ketika terjadi kendala dapat
segera diminimalkan dan diatasi. Selain itu
pengawasan juga dilakukan oleh pihak
kecamatan dengan mendatangi ketempat

pembangunan di Desa Pancoran.

Apakah terdapat perubahan kegiatan pembangunan yang terjadi terkait

pelaksanaan pembangunan? jika, iya. Meliputi apa saja ?

Kepala Desa

Seksi Pemerintahan

: Tidak ada perubahan kegiatan, kegiatan
yang dilakukan sesuai dengan kegiatan yang
terdapat pada APB Desa yang telah disusun.

: Untuk kegiatan pelaksanaan, Alhamdulillah
tidak ada perubahan pelaksanaan

pembangunan.

Bagaimana penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan?

Kepala Desa

Dalam  penyusunan laporan  hasil
pelaksanaan kegiatan terdapat pada RKP
Desa dan APB Desa. RKP Desa dibuat
sebelum Dana Desa Turun dan merupakan
penjabaran dari RPJM sedangkan APB Desa

disusun setelah Dana Desa cair.
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Penyusunan  laporan  pelaksanaan
pembangunan terdapat pada RKPDes dan
APBDesa sedangkan untuk pengelolaan
laporan hasil pelaksanaan kegiatan terdapat

diSPJ .

e. Bagaimana pengelolaan Pengaduan laporan hasil pelaksanaan kegiatan?

Kepala Desa

Seksi Pemerintahan

“Hambatannya  adalah  pastisipasi
masyarakat sendiri. Misal saat diadakan saat
pembangunan jalan permukiman beberapa
warga tidak mengijinkan dibangunnya jalan
yang melalui di depan rumahnya sehingga
hal ini dapat menghambat terlaksananya
pembangunan. Untuk menghindari
perselisthan dengan beberapa warga kami
selaku pemerintah desa mencari jalan lain
untuk  dilakukan = pembangunan  jalan
pemukiman antar warga dengan dilakukan
musyawarah bersama dan mencari jalan
keluar atas pengaduan laporan tersebut.

: Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan  desa  kurang,  karena
berdasarkan pengaduan mengenai
pelaksanaan kegiatan salah satu diantaranya
saat pembangunan jalan dimana masyarakat
tertentu tidak mau dibangun jalan antar
pemukiman sehingga untuk mencari jalan
keluar diadakan musayawarah kecil-kecilan
untuk  mencari  jalan  keluar  agar
pembangunan  tetap terealisaasi  demi

kesejahteraan masyarakat desa Pancoran.
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f. Apakah musyawarah dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan desa dalam

rangka pertangjawaban hasil pelaksanaan kegiatan?

Kepala Desa

Seksi Pemerintahan

: Musyawarah terhadap evaluasi dilakukan
setiap akhir tahun. Pelaksanaan kegiatan
dalam rangka pertanggungjawaban hasil
pelaksanaan kegiatan bisanya dilakukan
bersamaan dengan MusDes.

Musyawarah dilakukan dalam rangka
pelaksanaan pembangunan desa yang berupa
hasil kegiatan yang telah dilakukan untuk
dilaporkan kepada kepala desa. Musyawarah
ini dilakukan pada bulan Desember. Pada
Musyawarah juga membahas mengenai
evaluasi terkait kerja yang kemarin, apa yang
menjadi kekurangaan yang kemudian nanti
untuk pelajaran pembangunan di masa yang
akan  datang dan  untuk  laporan
pertanggungjawaban Desa Pancoran masih

dalam proses penyusunan

g. Bagaimana menjaga dan melestarikan hasil pembangunan yang dibiayai

oleh Dana desa?

Kepala Desa

Seksi Pemerintahan

Dalam menjaga dan melestarika hasil
pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa
maupun tidak kami, pemerintah desa bersama
masyarakat Desa Pancoran turut serta untuk
menjaga hasil pembangunan yang telah
terlaksanan demi kenyamanan bersama.

Dalam menjaga dan melestarikan hasil
pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa
pihak perangkat desa, bersama masyarakat

desa  bekerja sama dalam  menjaga
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pembangunan- pembangunan yang ada di
Desa untuk kepentingan bersama karena
menjaga dan melestarikan hasil pembangunan
desa membutuhkan kesadaran dan melibatkan
semua orang bukan dari satu pihak. Tidak ada
pembentukan kelompok untuk menjaga dan
melestarikan namun kesadaran masyarakat
sendiri untuk berpartisipasi dalam
pemeliharaan pembangunan yang dibuat oleh
pemerintah
Berapa persen pembangunan yang dilakukan atau terealisasinya
pembangunan sesuai rancangan perencanaan ?
Kepala Desa : Untuk pelaksanaan  pemabangunan desa
Alhamdulillah, terlaksana 100%.
Seksi Pemerintahan : Untuk tahun 2017 ini pelaksanaan pembangunan
baik dalam bidang pelaksanaan pembangunan
terlaksana.

Bagaimana prinsip pelaksanaan kegiatan di Desa?

Kepala Desa : Prinsip dari pelaksanaan kegiatan secara
swakelola.
Seksi Pemerintahan : secara swakelola Desa dimana dikelola sendiri oleh

Desa Pancoran yang dipimpin oleh kepala desa dan
perangkat desa (pemerintah desa)

Apakah pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan pihak ketiga, perangkat

desa atau masyarakat?

Kepala Desa . tidak, pelaksanaan pembangunan desa melibatkan
masyarakat sekitar.

Seksi Pemerintahan : Sejauh ini pada tahun 2017 untuk kegiatan
pengelolaan tidak berkerja sama dengan pihak
ketiga.

Bagaimana peningkatan pembangunan dengan tahun sebelumnya?
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Kepala Desa : Banyak sekali peningkatan, dari tahun ke tahun
pembangunan semakin meningkat seperti jalan antar
pemukiman yang semakin baik.

Seksi Pemerintahan : ada perubahan pasti, karena pembangunan dari
tahun ke tahun makin merata. Tetapi begitu,
bertahap dari tahun ke tahun dan tidak sekaligus.

Apakah masyarakat dapat mengakses informasi tentang pelaksanaan

pembangunan terkait dengan Dana Desa?

Kepala Desa : Untuk pelaksanaannya masyarakat dapat
memperoleh informasi dengan terjun langsung atau
mendatangi kegiatan pembangunan yang dilakukan
seperti pembangunan jalan antar pemukiman
sedangkan untuk anggaran keuangannya bisa dapat
dilihat dibanner depan balai desa biasanya kami
memasang anggaran yang tercantum untuk agar
masyarakat juga dapat mengetahuinya.

Seksi Pemerintahan : Masyarakat dapat mengetahui informasi anggaran
dengan melihat banner di depan balai desa berkaitan
kegiatan yang akan dilakukan pada tahun ini tetapi,
bannernya telah dilepas biasanya ada dipajang di
depan balai desa.

Apakah pemerintah Kabupaten membina dan mengawasi pelaksanaan

pengelolaan keuangan desa khususnya Dana Desa ?

Kepala desa : 1ya di awasi.

Seksi Pemeritnahan : Jelas, karena setiap kegiatan yang kita lakukan
selalui diawasi. Pihak kecamatan hampir setiap
bulan ke Desa Pancoran untuk melihat terlaksananya
kegiatan.

Hambatan apa yang terjadi saat pelaksanaan pembangunan desa? Cara

mengatasi hambatan tersebut?
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Kepala Desa : Hambatannya adalah pastisipasi masyarakat

sendiri. Misal saat diadakan pelatihan kerja
masyarakat yang seharusnya berpartisipasi tidak
hadir, kemudian pada saat pembangunan jalan
permukiman beberapa warga tidak mengijinkan
dibangunnya jalan yang melalui di depan rumahnya
sehingga hal ini dapat menghambat terlaksananya
pembangunan. Untuk menghindari perselisihan
dengan beberapa warga kami selaku pemerintah desa
mencari jalan lain untuk dilakukan pembangunan

jalan pemukiman antar warga.

Seksi Pemerintahan ~ :Bahan baku saat pembangunan, karena jalan yang

rusak kebutuhan bahan baku yang kurang membuat
salah satu hambatan dalam pelaksanaan karena

memakan waktu.

Masyarakat

1.

Seberapa besar anda mengetahui pembangunan yang ada di Desa?

Kami mengetahui pembangunan secara langsung seperti pembangunan
jalan antar pemukiman, adanya pelatihan kerja seperti memasak,
sosialisasi- sosialisasi, kegiatan posyandu.

Bagaimana menurut anda pembangunan yang ada di Desa?

Dari tahun ke tahun semakin baik , dulu jalan lingkungan kami rusak

sekarang sudah bagus. Pendidikan juga makin baik.

. Apakah masyarakat dapat mengakses informasi tentang

pertanggungjawaban pembangunan?

Dapat, kata- kata orang sekitar dapat melihat banner di depan balai desa.
Tapi saya tidak pernah memperhatikan.

Apakah ada peran masyarakat dalam pembangunan yang ada di Desa?
Ada, karena sebagian besar dari masyarakat yang melakukan

pembangunan di Desa ini adalah dari masyarakat dari Desa Pancoran
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sendiri seperti pembangunan jalan, gapura, terus pembuatan plengsengan
itu.

Apa manfaat yang dapat dirasakan masyarakat terkait pelaksanaan
pembangunan di Desa Pancoran?

Manfaat yang dapat saya rasakan sendiri, jalan yang lebih baik membuat
saya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk ke kantor. Kemudian
pengetahuan yang berupa pelatihan- pelatihan yang diberikan sangat

bermanfaat sekali bagi saya dan masyarakat Pancoran.
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Lampiran 2 Dana Desa Per Kabupaten Jawa Timur dan Dana Desa di

Kabupaten Bondowoso

v e

7724 |

x| 'rom Provinsi Jawa Timur 720.442 5.564.694.008 774.862.173  6.339.556.181
1 | Kab. Bangkalan 273 | 720.442 196.680.666 29,889,070 226.569.736

2 | Kab. Banyuwang! 189 | 720,442 136.163.538 | 36.019.828 172.183.366 |

3 | Kab. Blitar 220 720,442 158.497.240 | 19.530.018 178.027.258 |

4| Kab. Bojoncgoro 419 720442 301,865.198 31.115.102 1332.980.300
"5 | Kab. Bondowoso 200| 720442 150.572.378 23.336.055 173.908.433
6 | Kab. Gresik 330 720442 237.745.860 24,325,120 262.070.980 |

7 | Kab. Jember 226| 720442 162.819.892 42.186.742 205.006.634 |

8 | Kab. Jombang 302| 720442 217.573.484 26.672.129 244.245.613
9| Kab. Kediri - 33| 720442 247.111.606 31.521.433 278.633.039
10 | Kab. Lamongan 462 | 720,442 332.844.204 30.579.320 363.423.524

11 | Kab. Lumajang 198| 720442 142,647,516 22.488.639 165.136.155

12| Kab. Madiun 198 720442 142.647.516 15.549.108 158.196.624
13 | Kab. Magetan 207| 720442 149.131.494 13,102,840 162.234.334
"7 14 | Kab, Malang_ 378| 720442 272.321.076 40,652,661 312.979.737
15 | Kab. Mojokerto 299 | 720442 215.412.158 21.052.969 | 236.465.127 |

16 | Kab. Nganjuk 264 |  720.442 190.196.688 | 25.013.619 215.210.307 |
17 | Kab. Ngawi 213| 720442 153.454.146 23.916.473 177.370619
18 | Kab. Pacitan 166 |  720.442 119,593,372 14.939.402 134.532.774

" 19| Kab. Pamekasan 178 | 720.442 128.238.676 26.414.916 | 154.653.592
20 | Kab. Pasuruan Tl 720442 245.670.722 29.830.139 275.500.861

21 | Kab. Ponorogo 281 | 720.442 202.444.202 23.077.577 225.521.779°

22 | Kab. Probolinggo 35| 720442 | 234.143.650 37.342.492 271.486.142

23 | Kab. Sampang 180 | 720.442 129.679.560 37.813.037 167.492.507
24| Kab. Sidoarjo _ 32| 720442 231.982.324 29.948.288 261.930.612
25 | Kab. Situbondo T182| 720442 95.098.344 16.336.243 111.434.587

26 | Kab. Sumencp 330 | 720.442 237.745.860 34.027.145 271.773.005
27 | Kab. Trenggalek 152 720.442 109.507.184 16.765.529 | 126.272.713
28 | Kab. Tuban 31| 720442 224,057.462 28,331,095 252.388.557

29 | Kab. Tulungagung 257 | 720442 185.153.594 17.920.971 203.074.565
7730 [KotaBatu 19| 720442 13.688.398 5.164.213 18.852.611
xm Total Pravinei Kalimantan Rarat 20 90 442 1 4R 217 70\ 182 =Y 2R 1 £14 mneE nen
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> | 85 PASAREJO 827.687.427,16

| 86 BENDOARUM 838.717.728,94

B | 87  KAPURAN 807.296.675,58

88 SUMBERKALONG 819.427.427,52

4, 82  TRAKTAKAN 806.005.918,87
i 90  WONOSARI 813.018.141,23
i 9] PELALANGAN 816.069.170,00 |

i | TAPEN 92  WONOKUSUMO 825.608.568,47
i 93 MANGLI WETAN . 804.328.216,16
' s maaL T T 800.903.774.80
i | 95 MRAWAN 817.143.658.31 |

| 96 GUNUNG ANYAR 849.201.499 81

| | 97 JURANG SAPI 873.122.053,78

§ 98  CINDQGO 821.368.584,31

- 99  KALITAPEN 828.098.836,80
i 4 100 TAPEN 819.756.433,29
| XI | BONDOWOSO 101  PANCORAN 882.692.006,16
i 2 | 102 SUKOWIRYO 814.164.780.82 |
{ 103 KEMBANG 850.781.484,75 |
b 104 PEJATEN 840.395.978,46 |

il X11 | WRINGIN 105  AMBULU 814.924.354,08

106  BUKOR 826.584.315,98
107  SUMBERMALANG 820.130.583,50 |

108  JAMBEWUNGU 808.557.277,30
109  GUBRIH 826.383.514,50

110  AMPELAN 798.648.950.44

111 JATITAMBAN 807.547.353,96
112 BANYUWULU 864.095.396,58

113 JATISARI 819.539.229,18

114  GLINGSERAN 810.361.691,82
115 BANYUPUTIH 835.457.964,81

116 WRINGIN  847.341.170,10

l 117 SUMBERCANTING 853.139.895,56

§ X1 | TEGALAMPEL 118 KLABANG 836.278.574,99

' 119  MANDIRO 846.077.453.86

120 TANGGULANGIN 812.828.075,76

121  KARANGANYAR 859.549.155,19

122~ TEGALAMPEL 790.134.491,16

123 KLABANG AGUNG 797.119.709,84

124 PURNAMA 839.070.310,91

KLABANG | 125  KARANG ANYAR 805.113.728,03

| 126 BLIMBING 817.122.781,51

127 KARANG SENGON 794.676.742,79

128  WONOKERTO 777.287.393,93

129  KLABANG 785.806.837,13

130  KLAMPOKAN 786.376.497,30

131  SUMBER SUKO 791.043.092,95

[ 132___BESUK 799.956.837.78

1133 PANDAK 8356.320.678.53

lo
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Lampiran 4 APB Desa Pancoran Tahun 2017 di Bidang Pembangunan Desa
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